Menimbang

KEPALA DESA KALIDUNGJAYA

KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA KALIDUNGJAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA DESA KALIDUNGJAYA

bahwa masalah persampahan perlu dilakukan
pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar
memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat
mengubah perilaku masyarakat;

bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan
pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan
bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah
yang semakin beragam, diperlukan kejelasan mengenai
tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah
serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam
pengelolaan sampah sehingga dapat berjalan secara
proporsional, efektif dan efisien;

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2),
Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3),
Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3)
dan

ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan
sampabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf huruf c,
perlu  menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Sampah;



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2,

8.

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang
Undang Nomr 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaan Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang



Menetapkan

9.

Kerjasama Dacrah Pemerintah dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor
03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana
dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 470);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun

2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 78).

11. Peraturan Bupati Karawang No 72 Tahun 2017 Tentang

Pengelolaan Sampah.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIDUNGJAYA

DAN
KEPALA DESA KALIDUNGJAYA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Desa adalah Desa Kalidungjaya.

Pemerintah Desa Kalidungjaya adalah Kepala Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalidungjaya.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dan
Badan Permusawarahan Desa dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.

Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat
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sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di
wilayah tertentu per satuan waktu.

Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak
termasuk tinja dan Sampah spesifik.

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah
yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari
kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,
fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat,
konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan
pengelolaan khusus.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan Sampah.

Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha yang memproduksi barang yang menggunakan
kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan
kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang
dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit
terurai oleh proses alam.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
dan/atau badan hukum.

Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggung jawab
dan melaksanakan Pengelolaan Sampabh, diantaranya
Pemerintah Daerah, pihak swasta, Pelaku Usaha, atau
masyarakat.

Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat
secara positif agar mentaati ketentuan di bidang
Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan
pemeliharaan lingkungan.

Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman
bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang
Pengelolaan Sampah untuk  mencegah dan
menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.,

Tempat Sampah adalah tempat menampung sampah
yang disediakan dan digunakan oleh penghasil Sampah.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut
ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau
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tempat pengolahan Sampah terpadu.

Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembatasan Timbulan Sampah, pendauran
ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.

Pembatasan  Timbulan Sampah adalah upaya
meminimalisasi Timbulan Sampah yang dilakukan sejak
sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan
produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan
produk dan/atau kemasan produk.

Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan
Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui
proses pengolahan terlebih dahulu.

Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk
mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang
sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna
ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa
melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu
barang.

Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokan
dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah,
dan/atau sifat Sampah.

Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan
memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau
tempat pengolahan Sampah terpadu.

Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa
Sampah dari Sumber Sampah atau TPS menuju tempat
pengolahan Sampah terpadu atau ketempat pemrosesan
akhir.

Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah
karakeristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce,
Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,

pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang
Sampah skala kawasan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran
ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.

Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA
adalah sarana Pengumpulan Sampah dari TPS atau
TPS3R yang memiliki lokasi dengan jarak lebih dari 25
km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi
dengan fasilitas Pengolahan Sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat
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TPA adalah tempat wuntuk memproses dan
mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.

Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah
Lingkungan adalah Pengolahan Sampah dengan
menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah
lingkungan dan berkelanjutan.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa KALIDUNGJAYA.

SUHENDAR

Ditetapkan di : Desa Kalidungjaya
. Pada tanggal : 12 Agustus 2022
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